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Abstract

The differing opinions of Ibn Hazm, representing the Zahiri school, and Ibn
Taymiyyah, representing the opinion of the majority of scholars (jumbhiir al-fugaha’), regarding
the legality of multi-contracts in financial transactions (muamalah maliyah) are part of the
development of the concept of sales (al-bay). This issue requires further investigation as it
creates difficulties in its application to modern transactions, most of which involve the
simultaneous use of multiple contracts. The integration of contracts, referred to as multi-
contracting, is crucial for the development of transactions as a form of wealth expansion in
Islam, especially with the emergence of Islamic banking products that inevitably involve the
use of multi-contracts. This study aims to prioritize the strongest opinion based on a
comparative figh analysis. The findings of the study conclude that Ibn Taymiyyah's view is
more valid, as it is supported by stronger legal evidence and offers greater benefit in the
development of wealth through financial transactions, particularly the application of multi-
contracts in Islamic banking products.
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Abstrak

Perbedaan pendapat Ibnu Hazm, mewakili mazhab Zahiriy, dan Ibnu Taimiyyah,
mewakili pendapat jumhur fukaha, mengenai hukum multi akad dalam transaksi muamalah
maliyyah adalah bagian dari pengembangan konsep jual beli (al-bay”). Hal ini perlu dikaji lebih
dalam karena menimbulkan masyaqqah dalam penerapannya pada transaksi modern yang
sebagian besar mengaplikasikan beberapa akad secara bersamaan dalam satu transaksi.
Penggabungan akad yang diistilahkan dengan multi akad sangat diperlukan dalam
pengembangan transaksi sebagai bentuk pengembangan harta dalam Islam, terutama
dengan munculnya produk-produk perbankan syariah yang tidak bisa menghindari
penggunaan multi akad. Penelitian atas perbedaan pendapat ini akan men-tarjih pendapat
yang terkuat berdasarkan analisis figh muqgaranah. Hasil penelitian menghasilkan temuan
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bahwa pendapat Ibnu Taimiyyah lebih unggul, karena lebih kuat dasar dalil yang digunakan
dan lebih maslahat dalam pengembangan harta dalam transaksi mu ‘amalah maliyah, terutama
aplikasi multi akad dalam produk-produk perbankan syariah.

Kata kunci: Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah, multi akad dalam jual beli

Pendahuluan
Teori akad dalam syariat Islam mencerminkan kesempurnaan syariat

Islam. Ia dapat diterima setiap waktu dan tempat (Ols) JQ & edl Sl

0ss), karena akad-akad tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan
individu dan masyarakat, apalagi penyempurnaan akad dalam berbagai
aktivitas berdiri di atas kerelaan dan kebebasan (&,+9 L JI).! Sehubungan

dengan itu, maka eksistensi akad dalam muamalah maliyyah menempati
kedudukan yang sangat penting dalam semua aktivitas, termasuk transaksi
jual beli. Suatu transaksi dianggap sah, apabila dilaksanakan dengan
sempurna sesuai perintah syara’. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat

1 sebagai berikut: .}}.:-Ub \335\ ) uiﬂ* G, artinya: “Hai orang-orang yang

beriman, penuhilah akad-akad itu” 2

Penggunaan multi akad (al-‘uqud al-murakkabah) dalam transaksi
modern adalah sebuah kebutuhan. Perbincangan dan perdebatan fuqaha’
mengenai keabsahan penggunaan multi akad ini berbenturan dengan
beberapa hadis Nabi saw. yang secara tekstual melarang multi akad. Di
antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah ra. Bahwa

<

Rasul Saw: a5 & (e 5% ;s/‘; ) artinya; “Nabi Saw. melarang dari dua jual
beli dalam satu akad jual beli” 3

Berdasarkan hadis ini, secara eksplisit menyatakan larangan terhadap
jual beli dengan dua akad karena terjadi ketidakjelasan (gharar).* Akan tetapi,

menurut jumhur ulama, hukum multi akad dibolehkan berdasarkan

'Lihat Muhammad Utsman Tsabir, al-Madkhal ila Figh al-Mu’amalah al-Maliyyah,
(Yordan: Dar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2, hIm. 204-208.

2Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada enam akad dalam kehidupan, yakni janji
hamba kepada Allah, akad sumpah, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah dan akad
sumpah.Lihat Abu al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarasyiy al-Dimasqiy, Tafsir Al-
Qur’an al-‘Azhim, (Ttp.: Dar Thaiyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999), Juz 2, hlm. 8.

3Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, (Beirut: ‘Alam al-
Kutub, 1998), juz. 2, hlm. 475. Hadits ini dishahihkan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.
Menurut Imam al-Syafi'i yang dimaksud larangan dengan bai‘atain fi bai‘ah adalah jual beli dengan
dua akad harga barang dalam satu transaksi. Lihat Muhammad Syams al-Haqq al-’Azhim Abadiy, ‘Aun
al-Ma’bud, (Beirut: Dar al-Kutub, 1415 H), Juz 9, hlm. 238.

*Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, al-Mausu ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah
(Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427 H), cet. Ke-2, juz 9, hlm. 264.
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keumuman ayat 1 dari Surat al-Maidah di atas. Hal ini sangat berimplikasi
terhadap keabsahan penggunaannya dalam pengembangan transaksi
muamalah maliyyah.> Para ulama menjelaskan bahwa multi akad (al-‘uqud al-
murakkabah) merupakan bagian dari muamalah secara umum, di mana
hukum asal muamalah tersebut adalah mubah selama tidak ada dalil yang
menunjukkan hukum haramnya.

Berdasarkan telaah pustaka, ditemukan perbedaan pandangan antara
Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah. Menurut Ibnu Hazm yang
mewakili pendapat mazhab Zahiriy, penggunaan multi akad (al-‘uqud al-
murakkabah) hukumnya adalah haram. Menurut Ibnu Hazm bahwa hukum
asal dari setiap akad adalah haram.” Sedangkan Ibnu Taimiyyah yang
mewakili jumhur ulama berpendapat bahwa hukum penggunaan multi akad
dibolehkan dalam transaksi muamalah maliyah, karena hukum asal pada
segala akad dan syarat adalah boleh dan sah, kecuali adad dalil yang
melarangnya.®

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (library
research) dengan pendekatan komparatif (Comparative Aproach). Sumber data
penelitian merupakan data sekunder yang dibagi kepada tiga bahan hukum:
pertama, bahan hukum primer, yaitu kitab al-Muhalld karya Imam Ibnu Hazm
dan kitab Majmi” Fatawa dan al-fatawa al-kubra karya Imam Ibnu Taimiyyah.
Kedua, bahan hukum sekunder, terdiri dari kitab-kitab figh mazhab, kitab
tafsir, kitab syarah hadis dan lain sebagainya. Ketiga, bahan hukum tersier,
yaitu terdiri dari kamus Arab-Indonesia, kamus Arab-Arab, Ensiklopedi
hukum Islam, buku-buku biografi Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu
Taimiyyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah
pustaka, yaitu mengkaji kitab-kitab sebagai bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif yang berorientasi pada analisis isi (content analysis) dengan
pendekatan komparatif, yaitu memperbandingkan kedua pendapat dan
memilih pendapat yang lebih kuat.

SLihat Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, Dirasah Fighiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbigiyyah, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliyya li al-
Nasyr wa al-Tawzi’, 2010), cet. Ke-2, hlm. 70.

¢Lihat Hai’ah Kibar al-"Ulama’ fi al-Mamlakah al-’ Arabiyyah al-Su"udiyyah, Al-Buhuts
al-"llmiyyah, (Ttp: Ri’asah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta’, 1422 H), jilid 5, hal. 84.

7 Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusiy, Al-Muhalla bi al-
Atsar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyabh, tth), juz 8, hIm 204.

8 Ibnu Taimiyyah al-Harrani. Majmu’ al-Fatawa, (Madinah al-Munawwarah:
Mujamma’” al-Malik Fahd li Thaba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 2004), Jilid 29, hlm. 132.
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Temuan dan Diskusi
1. Pengertian Multi Akad (al-‘Uqud al-Murakkabah)
Kata multi akad dalam Bahasa Arab disebut &S\ 35« (al-‘uqud al-

murakkabah), terdiri dari dua kata, yaitu > jid\ dan Z\.S,U_ Al-"uqud kata jamak
dari al-'aqd. Sedangakan al-murakkabah (.S M) merupakan isim maf'ul dari kata
LSy - uis - v§) yang berarti menggabungkan (@-4.-\), tersusun (W),

menyisipkan (J55Y!) dan membentuk (sL23Y)). Maka al-‘uqud al-murakkabah

berarti multi akad,’ yaitu penggabungan banyak akad menjadi satu atau satu
akad yang merupakan gabungan dari banyak akad."

Abdullah al-‘Imrani mendefinisikan multi akad (al-‘uqud al-
Murakkabah) sebagai:

o gt o o il Lede Joxio gl Bl AW s5ad) aogez
1 d- ol aadl BT Gl ke 45 M Ll B4ad E S St Ll
Artinya: “Multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan
(maliyyah) yang dikandung oleh satu akad, baik secara gabungan maupun
secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya
dipandang dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”

Sedangkan Nazih Hammad, mendefinisikan multi akad (al-‘uqud al-
Murakkabah) sebagai:

fA ST e e Janss (Rdo) Bhalas ol e OB iz Of
s ot b aplally 35l G ally defilly o Al A3l 2dly 5Vl
Yoy A Lede a5l Olalidly 342l ) razst) 39aa)l S5 Olorge
12, 2 Igll daall BT Bl JLasVlg dadly 3000 L
Artinya: “Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk
melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti Jual

beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharf
(penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya, sehingga

°Atabik ‘Ali dan Ahmad Zuhdi Mukhdlor, Kamus Arab-Indonesia al-"Asri, (Yogyakarta:
Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 988.

OLihat arti multi dalam, Tim Penyusun, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hlm. 671.

Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, Op. Cit., hlm. 45.

2Nazih Hammad, al ‘Uqud al Murakkabah al Figh al Islamy, (Damaskus: Dar al-Qalam,
2005), Cet.I, him.7.
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semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua

hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dari akad itu dipandang sebagai satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu
akad.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa multi akad itu
pada dasarnya tetap terjadi dan terlaksana oleh dua pihak (pihak pertama
dan pihak kedua), akan tetapi transaksi yang dilakukan oleh dua pihak
tersebut dilakukan dua transaksi atau lebih yang memiliki akibat hukum satu
kesatuan dengan beberapa transaksi tersebut. Seperti akad bai” al-murabahah
dengan wakalah dan dapat ditambah lagi dengan akad ijarah sebagai hak dari
wakalah. Apabila di perhatikan dalam pemakaian istilah multi akad (al-‘uqud
al-murakkabah) maka dapat ditemukan istilah-istilah lain yang memiliki
makna yang sama, di antaranya adalah al-‘uqud al-mujtamiah (terkumpulnya
dua akad atau lebih dalam satu akad), al-‘uqud al-muta’addidah (bertambahnya
akad), al-uqud al-mutakarrivah, al-‘uqud al-mutadakhilah, al-‘uqud al-
mukhalithah'® dan lain sebagainya.

2. Jenis-Jenis Multi Akad (Al-‘Uqud Al-Murakkabah)

Abdullah al-‘Imrani membagi multi akad (al-‘uqud al-murakkabah) ke
dalam lima macam, yaitu al-uqud al-mutaqabilah, al-uqud al-mujtami‘ah, al-uqud
al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah, al-uqud al-mukhtalifah, al-
uqud al-mutajanisah.'* Dari lima macam tersebut, ada dua macam multi akad
yang umum dipakai yaitu al-uqud al-mutaqabilah dan al-uqud al-mujtami’ah.’®
Adapun penjelasan dari lima macam multi akad yaitu:

a. Al-Uqud al-Mutaqabilah

Al-Mutaqabilah secara bahasa berarti berhadapan (i¢>'sY), berlawanan

(2,416 akad bergantung, akad bersyarat.” Sedangkan yang dimaksud

dengan al-uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua
merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama bergantung
pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.’® Dengan kata

BAbdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, Of. Cit., hlm.47.

4Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, hlm. 57-66.

Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia, (Ciputat: UIN Syahid 2009), hlm.7

16 Jonu Manzhur, Lisan al-‘Arab, Op. Cit., Jilid 11, hlm. 537.

7 Mawardi, al-"Uqud al-Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam
Pengembangan Akad-Akad Perbakan Syari’ah di Indonesia, (Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska
Riau, 2018), hlm. 92.

8Mawardi, al-‘Uqud al-Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah, hlm.
92..
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lain, akad satu dengan akad lainnya saling bergantung. Akad ini juga
didefinisikan oleh para ulama dengan akad bersyarat (isytirath ‘aqd fi ‘aqd).”®
Multi akad mutagabilah ini telah banyak dibahas secara terperinci oleh para
ulama, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model aplikasinya.
Seperti mensyaratkan akad mu’awadhah (bisnis) pada akad tabarru’ atau
sebaliknya, antara akad fabarru’ dengan akad fabarru’ atau akad pertukaran
dengan akad pertukaran.?
b. Al-Uqud al-Mujtami'ah

Kata Al-Mujtami‘ah berarti menggabungkan (6.445\).21 Jadi al-‘uqud al-
mujtami‘ah merupakan multi akad yang tergabung atau terhimpun pada satu
akad (A>lg dis (3 dsexst) ASH ssdall). Seperti contoh "Saya jual rumah ini

kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan
dengan harga satu juta".?? Berkaitan dengan ini, multi akad yang mujtami‘ah
ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang mempunyai akibat
hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga,
dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan
duaharga, atau dua akad pada satu akad yang berbeda hukum atas satu objek
dengan satu imbalan, baik pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda.
c. Al-"Uqud al-Mutanagidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah.
Ketiga istilah al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah memiliki
kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan dan
tidak mungkin disatukan seperti hitam dan putih,? tetapi ketiga istilah ini
mengandung implikasi yang berbeda. Sedangkan secara terminologi ketiga
istilah tersebut menunjukkan bahwa akad-akad tersebut tidak dapat
digabungkan menjadi satu atau akad-akad tersebut tidak mungkin disatukan
menurut syariat.?* Dalam hal ini fugaha” berbeda dalam memandang mana
akad yang berlawanan dan mana yang tidak. Misalnya akad jual beli dengan
akad sharf atau akad jual beli dengan akad sewa, ada dua pendapat, pertama
memandang penggabungan akad tersebut batal demi hukum dan akad
tersebut tidak sah, karena keduanya memiliki substansi yang berlawanan.

Pendapat kedua, boleh digabungkan karena ada pertukaran (_2!s+))) di antara

YAbdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, Op. Cit., hlm. 57.

20Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-Imraniy, hlm. 57.

2 Ionu Manzhur, Lisan al-"Arab, Op. Cit., Jilid 8, hlm. 53.

2]bnu Manzhur, Lisan al-’Arab, 58.

2 Quthb Mushthafa Sanu, Mu’jam Musthalahat Ushul al-Figh, (Beirut: Dar al-Fkr al-
Mu’ashir, 1420 H), him. 134.

2 Quthb Mushthafa Sanu, Mu’jam Musthalahat Ushul al-Figh, hlm. 64.
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keduanya sesuai takaran nilainya (4-3l), sehingga tidak menutup keabsahan

akad.”®
d. Akad Berbeda (al-"Uqud al-Mukhtalifah)

Al-Mukhtalifah berarti berbeda atau berselisih, lawan dari sepakat ( 42

3¥sd1),26 kata al-mukhtalifah  lebih luas maknanya (umum) dari kata al-

mutanaqidhah, karena setiap yang berlawanan pasti berbeda, tetapi bukan
setiap yang berbeda berlawanan.” Jadi yang dimaksud dengan al-‘uqud al-
mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki
perbedaan pada semua hukum akad atau sebagiannya. Seperti perbedaan
akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan
ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Sebagaimana
ulama mencontohkan penggabungan akad ijarah dan salam. Dalam akad

salam, disyaratkan harga salam harus diserahkan pada saat akad ( _2s 23

=) (2), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada

saat akad. Akan tetapi, sekalipun terjadi perbedaan pada sebagian hukum
akad, dimungkin akad tersebut untuk digabungkan.?

Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan mutanaqidhah,
mutadhadah, dan mutanafiyah terletak pada ruang lingkupnya, multi akad
mukhtalifah lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan multi akad
mutanaqidhah, mutadhadah, mutanafiyah. Meskipun kata mukhtalifah lebih
umum dan dapat meliputi tiga jenis yang lainnya, namun dalam akad-akad
yang mukhtalifah masih dapat ditemukan dalam syara’.

e. Al-"Uqud al-Mutajanisah

Al- Mutajanisah berarti sejenis atau sama (ASlzdly a5l 2 Al-"Ugud

al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun
dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dari segi hukum dan akibat
hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad
jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan
sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang
memiliki hukum yang sama atau berbeda.*

“Muwaffiq al-Din ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisy al-Hanbaliy,
al-Mughniy, (Kairo: Hajr li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, 1408 H), cet. Ke 1, jilid 6, hIm. 335.

% Louis Ma'luf, Al-Munyjid fi al-Lughah wa al-A’lam, hlm. 193.

ZAbdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, hlm. 65.

%Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-Imraniy, hlm. 65.

YIbnu Manzhur, Lisan al-‘Arab, Jilid 6, hlm. 43.

%Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, hlm. 65.
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3. Syarat Multi Akad
Syarat-syarat multi akad menurut ‘Ilauddin Za’tariy, sebagaimana
hasil telaah penulis bahwa syarat-syaratnya berkaitan lansung dengan
hukum asal multi akad, yaitu:

sghe o LIST clon (Bdly Ahoo (3 cpdial) (e o Lot Ola Y
Loall cBglt WY1 e alall dsY psaed colepdl ssie a pl Sloglall
31,5 g2l g

Artinya, “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan
dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis ) maupun akad
tabarru’. Hal ini berdasarkan keumuman dalil dalil yang memerintahkan
untuk memenuhi (wafa) syarat syarat dan akad akad.”

Pendapat tersebut didukung oleh Nazih Hammad sebagaimana yang
dikutip oleh Mawardi, bahwa menggabungkan beberapa akad diperbolehkan
dalam satu kesepakatan atau satu perjanjian berdasarkan perintah syarak,
begitu juga kewajiban menjalankan akad bagi pihak-pihak yang terlibat
dengan syarat tidak ada larangan syarak.®? Berdasarkan hal tersebut, maka
syarat-syarat pelaksanaan multi akad (al-‘uqud al-murakkabah) dalam satu
transaksi, adalah:

a. Tidak boleh menggabungkan akad yang dilarang syariat®® yang
membawa kepada riba atau syibhah al-riba, seperti menggabungkan akad
utang piutang (al-gardh) dengan akad yang lain.

b. Transaksi penggabungan akad dilaksanakan dengan menunaikan

sepenuhnya seluruh syarat-syarat yang dibenarkan syariat (Ls,%J!

c. Apabila ditemukan dalam pelaksanaan multi akad satu syarat yang fasid
di antara beberapa syarat yang shahih maka transaksi tersebut sah,
biasanya dalam transaksi selalu syarat yang fasid berkaitan dengan
harga, karena tidak berpengaruh kepada keabsahan akad, kecuali
transaksi berkumpul dua syarat yang fasid, maka akad transaksi
tersebut menjadi fasid. Seperti haramnya transaksi jual beli khamar,
bangkai, dan objek akad yang haram lainnya, disebabkan keharaman
kedua syaratnya, yaitu objek akad dan harga pada transaksi tersebut.

SMlauddin Za'tariy, Figh al-Mu’amalaht al-Maliyyah al-Mugqaran, hlm. 21.
2Mawardi, al-‘Uqud al-Murakkabah, hlm. 95.
¥lauddin Za'tariy, Figh al-Mu’amalaht al-Maliyyah al-Mugaran, hlm. 21.
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d. Bergabungnya banyak akad dalam satu transaksi tidak mengakibatkan
transaksi tersebut menjadi transaksi yang diharamkan dalam syariat.3
Nasrulloh Ali Munif, mencontohkan dan menerapkan syarat-syarat
tersebut dalam akad Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik, yaitu:

a. Suatu benda antara mu’jir atau pihak yang menyewakan dengan
musta’jir atau pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma’jur (objek
ijarah) oleh musta’jir atau pihak penyewa.

b. Ijarah muntahiyah bi al-tamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam
akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah
masa ijarah muntahiyah bi al-tamlik berakhir.

c. Musta’jir atau penyewa dalam akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik
dilarang menyewakan dan atau menjual ma’jur/benda yang disewa.

d. Harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik sudah termasuk
dalam pembayaran benda secara angsuran.®

4. Batasan Multi Akad

Berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan transaksi menggunakan multi
akad, di mana ulama menemukan berbagai nass syarak sebagai dalil yang
memerintahkan syarat-syarat tersebut, maka disepakati kaidah umum dalam
mu’'malah sebagai dasar hukum multi akad. Kaidah tersebut, adalah:

36.9‘.‘;&)}\ fda o L@;—ﬁ (A ﬁf‘;‘j\ Z\JJT o Sl &> 3:-\.:}“ kel L} J.\pi)!\
Artinya, “Asal pada mu‘amalah dibolehkan sampai ada dalil syarak
yang mengeluarkannya dari hukum asal.”
Berdasarkan kaidah tersebut, ulama mengemukakan lima kriteria
(dhawabit) yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang melarang serta

membatasi pelaksanaan multi akad,? yaitu:
a. Kaidah pertama:

L F R il oy S 0SS O
Artinya, “penggabungan dua akad atau multi akad, menempati
larangan dalam syarak”.

Maksud dhawabith ini adalah bahwa apabila penggabungan dua akad
dalam satu transaksi didapati larangan dalam syarak, maka hukum

lauddin Za'tariy, Figh al-Mu’amalaht al-Maliyyah al-Mugaran, hlm. 22.

% Nasrulloh Ali Munif, Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, (Kediri: STAIH, 2016), hlm. 63.

%Lihat Hai’ah Kibar al-"Ulama fi al-Mamlakah al-* Arabiyyah al-Su’udiyyah, Al-Buhuts
al-"llmiyyah, (Ttp: Ri’asah Idarah al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta’, 1422 H), jilid 5, hal. 84.

¥Dhabith berarti, perkara yang melazimi (mengharuskan) bagi sesuatu dan
menjaganya dari dari perkara tersebut (). Lihat Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-
‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Op. Cit., hlm. 179.
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penggabungan akad tersebut diharamkan. Seperti menggabung akad salaf
dan bay’ yang dilarang berdasarkan hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

o dle oy Yy B e p Vg o 3 02 Vg ey il J2 Y 1 JG

38. L}\}“-w\ Obj

Artinya, “Dari Amr ibn Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasul
Saw bersabda:Tidak halal penggabungan transaksi utang (salaf) dan jual beli (bay’),
dua syarat dalam satu jual beli, jual beli sesuatu barang yang belum ada di padamu
dan laba selagi barang belum dijamin.”

Berdasarkan hadis tersebut fuqaha’ tidak membolehkan
penggabungan akad salaf dan bay’serta tidak boleh dua syarat pada akad bay’
dalam akad gardh, mensyaratkan harga dalam akad gardh (pinjaman), seperti
salah seorang yang berakad memberi pinjaman kepada pihak yang lain
kemudian pada masa gardh, pihak pertama menjual barang yang menjadi
objek akad tersebut, maka transaksi ini diharamkan.*

b. Kaidah kedua:
Lol Ol 0,5 of

Artinya, “kedua akad yang digabungkan merupakan akad yang
berlawanan.”

Menurut pendapat mazhab Malikiy, apabila pengabaungan dua akad
yang terdiri dari akad yang berlawanan, maka tidak boleh
menggabungkannya menjadi satu. Seperti menggabungkan akan al-bay’
dengan akad al-ju‘alah, al-sharf, al-masaqah, al-syirkah, al-qaradh atau akad
nikah. Semua akad tersebut tidak bisa diagungkan dengan akad al-bay” karena

saling berlawanan dan saling menafikan.*
c. Kaidah ketiga:

2 L Ay i)l SR 06 O
Artinya, “penggabungan multi akad tersebut membuka jalan kepada
transaksi yang haram”.
Menurut Nazih Hammad, bahwa yang dimaksud kaidah ini adalah
bahwa penggabungan dua akad yang terdiri dari akad yang dibolehkan

%¥Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Thabraniy, Musnad al-Syamiyyin, (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1405 H), cet. Ke 1, jilid 4, hlm. 78.

¥Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, hlm. 180.

#Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, hlm. 180.
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syarak, tetapi berakibat kepada yang diharamkan. Di mana akad-akad
tersebut secara tunggal pada asalnya dibolehkan, sedangkan apabila
digabungkan membawa kepada transaksi yang diharamkan, maka
penggabungan akad diharamkan. Seperti penggabungan akad jual beli
dengan akad gardh yang membawa kepada riba, karena bisa mengambil
ziyadah pada akad gardh (utang-piutang).®?

d. Kaidah keempat:

£y Woglan (n SH 05 O
Artinya, “kedua akad yang digabungkan itu merupakan penggabungan

di antara akad mu‘awadhah (bisnis) dan tabarru’.”

Apabila penggabungan akad dilakukan pada akad-akad muawadhah
(bisnis) dan yang lainnya terdiri dari akad-akad tabarru’, maka penggabu
ngan tersebut tidak boleh. Seperti menggabungkan akad al-bay” dengan akad
al-hibah, maka ini sama dengan al-qardh, karena akan menjadikan akad-akad
tabarru” menjadi akad bisnis, di mana tidak akan terjadi akad, kecuali ada
penambahan harga dalam transaksi tersebut.*

e. Kaidah kelima:
2 A SA o O
Artinya, “bahwa penggabungan multi akad tersebut membawa kepada
transaksi yang haram”.

Kaidah ini sama dengan kaidah yang ketiga, secara umum bentuk
penggabungan akad ini bermacam-macam yang semuanya terdiri dari
penggabungan akad-akad yang haram dan sudah pasti juga membawa
kepada yang haram, sehingga pihak yang terlibat di dalam akad tersebut
memakan harta manusia dengan batil. Seperti larangan Nabi Saw sendiri
mengenai penggabungan akad al-salaf dan al-bay’** sebagaimana telah
dijelaskan di atas.

5. Hukum Multi Akad Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah
a. Pendapat Ibnu Hazm
Menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla, mengharamkan
multi akad (al-‘uqud al-murakkabah). Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Ibnu Hazm:

#“INazih Hammad, al ‘Uqud al Murakkabah al Figh al Islamy, (Damaskus: Dar al-Qalam,
2005), Cet.I, hlm. 261-269.

2Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-‘Imraniy, Al-‘Uqud al-Maliyyah al-
Murakkabah, hlm. 185-186.

#Nazih Hammad, al ‘Uqud al Murakkabah al Figh al Islamy, hlm. 261-269.

#“Nazih Hammad, al ‘Uqud al Murakkabah al Figh al Islamy, hlm. 261-269.
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Artinya, “Sesungguhnya akad-akad yang diperintahkan Allah untuk
ditunaikan secara sempurna adalah akad-akad yang ditetapkan oleh nass (al-
manshush) sesuai dengan nama-namanya, dan selain akad-akad yang

disebutkan dalam nass tersebut, maka dilarang atau haram untuk dijadikan
akad.”

Ungkapan tersebut menurut al-‘Imraniy, menunjukkan keharaman
multi akad dalam pandangan Ibnu Hazm,* karena memang tidak ada nass-
nass yang berkaitan penyebutannya dengan multi akad (al-‘uqud al-
murakkabh). Pendapat ini dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa Islam
sudah sempurna dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan
manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana
dikatakan Ibnu Hazm:

bl 1A JBy "eed) Jp b ol G 1l 1 J6 e T JG
ade il Lo ) s, JGy .”V_{.:g; V‘Q s psd) t Al JBy e K
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Artinya, “berkata Abu Muhammad (Ibnu Hazm); Allah berfirman
(supaya engkau hai Muhammad Saw. menjelaskan kepada manusia apa yang
ditrunkan kepada mereka) dan Allah berfirman: (syariat menjadi penjelasan
bagi segala sesuatu), dan Allah berfirman: (pada hari ini telah Ku-
sempurnakan bagimu agamamu) dan Rasul Saw bersabda: (Barang siapa
yang beramal bukan berdasarkan perintah Kami, maka amalannya tertolak).”

Berdasarkan perkataan Ibnu Hazm di atas, agama Islam telah
sempurna dengan mengemukakan ayat Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 3 dan
mengemukakan hadis Nabi Saw yang menyatakan secara umum bahwa setiap
amalan perbuatan yang tidak disebutkan dasarnya dalam nass-nass, maka

tidak diterima dan dianggap menambah ketentuan syara’ (:»J1 (¢ #54;))) dan

melampaui batas. Ibnu Hazm juga mengemukakan pendapatnya mengenai
hukum syarat-syarat yang dibuat dalam transaksi jual beli, baik oleh penjual

“Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusiy, Al-Muhalla bi al-
Atsar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), juz 8, hlm 204.

#Abdullah Muhammad al-'Imraniy, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, (Riyadh: Dal
Kunuz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2010), Cet. Ke-2.hIm. 69-70.

#Ibn Hazm al-Andalusiy, Al-Muhalla bi al-Atsar, juz 8, hlm 422.
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maupun pembeli, sekalipun keduanya rela atas syarat tersebut. Ibnu Hazm
menyatakan:

A5 B 39l (sas 9a Mag ¢ Jorgze ) (S Y Olagid) (S 1
N V‘<“‘ s> iy (s V.Ua A ) sed> dan pee) 1l A JUB )
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Artinya: “Ini adalah hukum syaithan bukan hukum Allah Ta'ala dan ini
melampaui atau melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala, mengenai ini Allah
berfirman: (Barang siapa yang melampaui atau melanggar hukum Allah, maka dia
telah menzhalimi dirinya), demikian tuntutan Allah kepadamu, hal demikian tidak
ada keterangan syarak atas keabsahannya, yang ada hanya keterangan membatalkan
hukum akad-akad tersebut.”

Berkaitan dengan syarat, Ibonu Hazm mengatakan:

W o2 Ll 2 g8 Y1 52 e mho SO0 Vs o A2
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Artinya: “Maka sungguh benarlah, bahwa sesungguhnya semua
kemaslahatan didasarkan tanpa ketentuan syarak merupakan menghalalkan yang
haram dan mengharamkan yang halal, demikian dua akibat yang jika dapat
dibenarkan, sungguh bisa dijadikan hujjah kepada mereka dengan qath’iy (pasti).
Apapun kaum muslimin memiliki syarat-syarat, maka seluruh syarat kaum
muslimin  berlandaskan Al-Quran dan hadis yang mewajibkan atau
membolehkannya. Adapun yang tidak berdasakan nass, maka bukanlah syarat-
syarat kaum muslimin, tetapi syarat-syarat orang kafir atau fasiq, berdasarkan
sabda Nabi Saw; (semua syarat yang bukan dari Kitab Allah adalah batal), maka
yang batal tersebut, bukan syarat-syarat kaum muslimin tanpa keraguan.”

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Ibu Hazm yang
melatarbelakangi pendapatnya mengenai keharaman dan batalnya setiap

#Jbn Hazm al-Andalusiy, Al-Muhalla bi al-Atsar, juz 8, hlm. 377.
#“Ibn Hazm al-Andalusiy, Al-Muhalla bi al-Atsar, juz 8, hlm 422.
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janji, akad, perikatan, dan syarat yang dilakukan dalam semua aktivitas
transaksi, termasuk jual beli, maka menjadi bukti atas semua akad dan syarat
yang berlaku dalam multi akad tidak boleh dan wajib dibatalkan, kecuali ada
dalil Al-Qur'an dan hadis yang membolehkannya. Oleh karena tidak ada
perintah dalam Al-Qur’an atau tidak ada nass yang membolehkannya, maka
setiap akad dan janji adalah syarat dan setiap yang mengandung unsur syarat
hukumnya sama, tidak boleh.

1. Pendapat Ibnu Taimiyyah
Menurut Ibnu Taimiyyah, hukum multi akad (al-‘uqud al-murakkabah)
sah dan diperbolehkan dalam syariat, sebagaimana tergambar dalam kaidah
Ibnu Taimiyyah yang berbunyi:

$50 s G V) ptlasss ke 2 s A5ally i boyslig 558 g )
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Artinya, “Asal pada al-uqud (seluruh akad) dan syarat-syarat (al-syuruth)
dibolehkan, sah tidak diharamkan dan tidak batal kecuali ada dalil syara” yang
mengharamkannya dan membatalkannya berupa nass atau qiyas.”

Berdasarkan kaidah tersebut, hukum asal dari multi akad adalah
halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau membatalkannya,
karena multi akad sangat diperlukan dalam pengembangan harta dalam
Islam. Islam memandang bahwa harta diciptakan untuk dikelola dan
didayagunakan, maka segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan
upaya menghasilkan harta, mempertahankannya atau mengembangkannya
diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi dapat
dipahami bahwa hukum asal transaksi multi akad adalah boleh, selama setiap
akad yang membangunnya ketika digabungkan hukumnya boleh dan tidak
ada dalil yang melarangnya.

Pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai multi akad, ditambah
penjelasannya oleh Ibnu Qayyim, menurutnya bahwa hukum asal dari semua
bentuk akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang
oleh agama.’! Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan
syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan
sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, maka setiap
akad yang dinyatakan haram harus jelas pula dasar keharamannya. Jadi tidak
boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, begitu pula

%Ibnu Taimiyyah al-Harrani, Majmu’ al-Fatawa, (Madinah al-Munawwarah:
Mujamma’ al-Malik Fahd 1i Thaba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 2004), Jilid 29, hlm. 132.

SIbnu Qayyim, I'lam al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al-’Alamin, (Beirut: Dar al-Jail, 1973.), juz
1, hlm. 344.

117 | Mugarin Review Vol. 2. No. 2 | 2024



Multi Akad dalam Jual Beli: Studi Komparatif

tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan. Sebagaimana ungkapan
Ibnu Taimiyyah:

20 4es G Y) g Vs B 4 G Y pns Y Ry Aol 6

Artinya, “Sesuangguhnya asal pada agama ini adalah tidaklah
haram kecuali yang diharamkan dan disyariatkan Allah.”

Berdasarkan perkataan Ibnu Taimiyyah di atas, dapat dipahami
bahwa ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan
secara umum pada pelaksanaan multi akad, tetapi mengecualikan pada kasus
yang diharamkan menurut dalil itu saja. Karena itu, kasus itu dikatakan
sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai
kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah
disepakati. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah mengemukakan hadis yang
melarang penggabungan akad jual beli (bay’) dan salaf.®

Kesepakatan dalam akad menurut Ibnu Taimiyyah didasarkan pada
kerelaan orang yang berakad, sebagaiamana dikatakannya

SO PEPEUR | e FeR PR = PN AU EEEY NS A B I W

Artinya, “Sesungguhnya asal pada semua akad kerelaan dua orang

yang berakad dan akibat hukum dari akad adalah apa yang diwajibkan kepada
keduanya dengan akad tersebut.”

Ungkapan di atas, menunjukkan bahwa dalam multi akad dituntut
adanya asas kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Menurut Ibnu
Taimiyyah, kerelaan itu akan terwujud dengan dinyatakan dengan jelas
tujuan akad itu sendiri, biasanya dalam akad akan memberikan syarat-syarat
tertentu dalam berakad. Kedua pihak dapat menilai syarat-syarat tersebut,
apakah bertolak belakang dengan maksud akad. Apabila bertentangan
dengan maksud akad dan menghilangkan kerelaan, maka syarat tersebut
rusak dan membatalkan akad.

Berdasarkan pendapat dan latar belakang pendapat Ibnu Taimiyyah
di atas, bahwa syariat Islam memberikan keluasan manusia dalam bidang
muamalah, termasuk muamalah maliyyah, terutama penggunaan multi akad
dalam transaksi jual beli, agar Islam cocok diterapkan di setiap masa dan
tempat (shalih likulli zaman wa makan). Keluasan pendapat Ibnu Taimiyyah ini,
memberi peluang kepada manusia untuk mengembangkan akad baru yang
membangun pengembangan harta dalam Islam, bahkan akad tersebut belum
pernah dipraktikkan sejak zaman Nabi Saw dibolehkan, selama akad tersebut
tidak dilarang dan tidak pula melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

92]bnu Taimiyyah al-Harraniy. Majmu’ al-Fatawa, juz 20, hlm. 357.

SIbnu Taimiyyah al-Harraniy. Majmu’ al-Fatawa, juz 29, hlm. 62.

%bnu Taimiyyah al-Harraniy, al-Fatawa al-Kubra, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1386 H),
cet. Ke 1, juz, 5, hIm. 406.
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6. Dalil dan Metode Istinbath Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah Mengenai
Hukum Multi Akad
a. Dalil dan Metode Istinbath Ibnu Hazm
Ibnu Hazm berdalil kepada ayat-ayat Al-Qura’an mengenai
keharaman multi akad (al-‘uqud al-murakkabah), di antaranya surat al-Maidah
ayat 3, yaitu:
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Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-relai
Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan
tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.”

Ayat ini dipahami oleh Ibnu Hazm secara umum (zsel) bahwa
berdasarkan zahir ayat, Allah telah menjelaskan dengan sempurna segala
sesuatu yang berkaitan dengan syariat tanpa ada pengecualian (_ewe>3),

kemudian dijelaskan lagi oleh Rasul Saw. atas perintah Allah. Mencari
hukum dalam agama ini dengan ra’yu, merupakan perbuatan kebohongan
yang nyata.”® Begitu juga dengan sesuatu yang tidak disebutkan oleh nass-
nass Al-Quran dan hadis, batal hukum-hukumnya dengan menggunakan
analogi (giyas) akal, karena hal ini bukan otoritas akal.** Berkaitan dengan
akad secara umum, menurutnya akad-akad yang dibolehkan adalah akad
yang ditetapkan oleh nass (al-manshush) sesuai dengan nama-namanya, selain
itu dilarang atau haram dijadikan akad.”” Berdasarkan pemahaman ini, al-
‘Imraniy berkesimpulan bahwa Ibnu Hazm mengharamkan multi akad
dalam transaksi muamalah maliyyah, dengan mengemukakan sebuah kaidah
yang berasal dari mazhab Zhahiriyyah:
ld W seaadl 3 LY

Artinya, asal pada pada akad-akad al-maliyyah adalah haram.

Ibnu Hazm juga berdalil kepada Al-Qura’an surat al-Baqarah ayat 299,
yang berbunyi:

}
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SIbn Hazm, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz 7, hlm. 976.

%Ibn Hazm, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz 7, hlm. 1039.

Ibn Hazm, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz 8, hlm 204.

Abdullah Muhammad Al-Imraniy, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Op.
Cit.,.hlm. 73.
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Artinyaa, siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah
orang-orang yang zalim.

Ibnu Hazm memahami dilalah ayat ini berlaku umum, tanpa ada
pengecualian dalam masalah hukum, ia mengemukakan ayat ini dalam
berbagai masalah hukum, baik ibadah, maupun muamalah.” Berkaitan
dengan akad, ia berpendapat bahwa tidak halal bagi seseorang melakukan
suatu akad diluar ketentuan Allah SWT karena itu merupakan kezaliman,®

dianggap menambah-nambah dalam agama (:z-J! & 3343)1).6! Ibnu Hazm juga

berdalil kepada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
berbunyi'

o B ey ale A o B 0525 O s & oy - B20G 08

o 5 6 dlo 38

Artinya: “Dari 'Aisyah r.a., Bahwa Rasul Saw bersabda: Barangsiapa yang
beramal tanpa ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak.”

Hadis ini berlaku umum atas semua perbuatan dan amalan dalam
syariat, berdasarkan hadis ini menurut Ibnu Hazm, bahwa seseorang yang
berakad harus sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah dalam
pelaksanaannya. Apabila akad-akad dilaksanakan tidak berdasarkan
keterangan syara’, maka perbuatan teraebut batal dan fasid. Sebagaimana

Firman Allah: (ogsle o8 0 vgiu,: lla J3) artinya: Berikan keterangan

kamu jika kamu orang yang benar.®® Selanjutnya Ibnu Hazm mengemukakan
dalil hadis, sebagai berikut:

i L;;-ruj e & Jomd Jutg 56 2, 206 s 22
3 od bt b s B ol s e d Byt Bk il Jo b1
f5 5o A Dag  Lss Bl L o5 & B A Ol

-

QA
%—h\

%Hasil telaah penulis dalam kita al-Muhalla. Di antaranya lihat juz 2, 287, juz 3, 321,
hlm. 179, juz 10, hlm. 8, 196, 372 dan la-lainnya.

®Pemahaman penulis dari teks-teks al-muhalla. Lihat Abu Muhammad Ali ibn
Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusiy, AI-Muhalla bi al-Atsar, Op.Cit., juz 8, hlm 3.

1 Abdullah Muhammad al-‘Imraniy, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Op. Cit.,.hlm.
73.

©2Muslim ibn al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim, (Beirut:
Dar Ihya’ al-Turats al-“Arabiy, tt), juz 5, hlm. 132.

%Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusiy, Al-Muhalla bi al-
Atsar, Op.Cit., juz 8, hIm 204.

®Muhammad ibn Ismail al-Bukhariy al-Ju’fiy, Shahih al-Bukhariy, (Beirut: Dar Ibnu
Katsir, 1987 M-1407 H), Cet.ke- 3, Juz 1, hlm. 174. Lihat Muslim ibn al-Hajjaj Abu Husain al-
Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Thya’ al-Turats al-"Arabiy, tt), juz 4, hlm.
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Artinya: “Dari 'Aisyah r.a...Rasul Saw berdiri di atas mimbar
sambil bersabda: "Apa urusan orang-orang yang memberikan persyaratan
yang tidak pernah ada pada Kitab Allah. Barangsiapa yang mensyaratkan
suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka ia tidak berhak
mendapatkannya, walaupun dia mensyaratkan seratus kali, karena syarat
Allah lebih berhak untuk dilaksanakan dan lebih kuat.”

Hadis tersebut di atas, menurut Ibnu Hazm merupakan dilalah yang
gath’iy dalam membatalkan semua janji, akad dan syarat yang tidak
disebutkan perintah kebolehannya dalam nass-nass Al-Quran dan hadis,
karena segala akad dan syarat dalam transaksi tersebut adalah fasid,
merupakan bentuk perbuatan atau aktivitas yang membatalkan ketetapan
Allah dan Rasul Saw.%

b. Dalil dan Metode Istinbath Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah mengambil dalil dari Al-Qur’an dan hadis mengenai
kebolehan multi akad (al-‘uqud al-murakkabah).®® Pendapat Ibnu Taimiyyah
dapat dipahami dari dalil yang dikemukakannya, di antara dalil Al-Qur’an:

Sl L u ) ¥ deg oS0 Ll st 1T 0 el
Aop U KL by s o o L 52

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut

yang dikehendaki-Nya.)
Menurut Ibnu Taimiyyah ayat ini adalah dasar penggunaan akad yang
menunjukkan adanya perintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban secara
sempurna bagi orang-orang yang terlibat dalam akad-akad tersebut.”

Menurutnya ayat ini dipahami secara umum (#l¢) dalam membicarakan

masalah akad-akad dalam hukum syara’, termasuk penggunaan akad dalam
jual beli,®® begitu juga penggunaan multi akad sebagai unsur yang sangat
penting bagi pengembangan harta dalam Islam.

214. Lihat Abu Abdurrahman Ahmad ibn Su’aib al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i, (Beirut: Dar al-
Ma'rifah, 1420 H), cet. Ke-5, juz 7, hlm. 351.

Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusiy, Al-Muhalla bi al-
Atsar, Op.Cit., juz 8, hlm 8.

®Ibnu Taimiyyah al-Harraniy, al-Fatawa al-Kubra, Op. Cit., juz, 4, hlm. 76. Lihat juga
Ibnu Taimiyyah al-Harraniy. Majmu’ al-Fatawa, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ al-
Malik Fahd 1li Thaba’ah al-Mushhaf al-Syarif, 2004), Jilid 29, hlm. 138.

¢Ibnu Taimiyyah al-Harraniy, al-Fatawa al-Kubra, Op. Cit., juz, 4, hlm. 76.

%Ibnu Taimiyyah al-Harraniy. Majmu’ al-Fatawa, Op. Cit., jilid 29, hlm. 138.

121 | Mugarin Review Vol. 2. No. 2 | 2024



Multi Akad dalam Jual Beli: Studi Komparatif

Ibnu Taimiyyah juga mendasarkan pemikirannya kepada firman Allah
dalam surat al-Bagarah ayat 275 yang berbunyi:

&) 55 &) A s

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”®

Ibnu Taimiyyah mengemukakan ayat ini dalam rangka menjelaskan
sifat-sifat akad, termasuk jual beli, di mana terdapat perbedaannya yang
sangat jelas dengan riba. Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli yang
dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata
diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi muamalah
maliyyah pada dasarnya diperbolehkan, multi akad dibolehkan berdasarkan
ayat ini. Selanjutnya berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Taimiyyah juga
mengemukakan ayat 29 Surat an-Nisa”:"

3 52 0,55 5y ey Ky 1S Ny &;\5\ Pl
s 38 07 &y 2Bl g 28
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salzng
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menurut Ibnu Taimiyyah berbicara mengenai syarat-syarat
dan karakteristik akad. Pendapat ini didukung oleh kaidah fighiyyah yang
menyatakan bahwa hukum asal pada semua akad adalah kerelaan dua orang
yang berakad dalam melaksanakan akibat hukum dari akad tersebut, berupa
hak dan kewajiban timbal balik antara kedua pihak yang berakad. Berkaitan
dengan penggunaan multi akad, dituntut adanya asas keredhaan kedua belah
pihak yang berakad. Asas kerelaan itu akan terwujud secara transparan
dalam tujuan akad dan syarat-syarat yang diterima dan tidak bertentangan
dengan maksud akad tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, semua kegiatan
sosial muamalah maliyyah yang tegak di atas asas kerelaan hukumnya boleh
kecuali yang telah nyata dan jelas disebutkan keharamannya.”

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah juga mengemukakan hadis sebagai
dasar pemnikirannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,”
yang artinya:

®Ibnu Taimiyyah al-Harraniy, al-Fatawa al-Kubra, Op. Cit., juz, 5, hlm. 278.

7Ibnu Taimiyyah al-Harraniy, al-Fatawa al-Kubra, Op. Cit., juz, 5, hlm. 271.

7IIbnu Taimiyyah al-Harraniy, al-Fatawa al-Kubra, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1386 H),
cet. Ke 1, juz, 5, hIm. 406.

”2Muslim ibn al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim,
(Beirut: Dar Thya’ al-Turats al-"Arabiy, tt), juz 4, hlm. 214.
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“Dari "Aisyah r.a...Rasul Saw bersabda: Apa urusan orang-orang
yang memberikan persyaratan yang tidak pernah ada pada Kitab Allah.
Barangsiapa yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam
Kitab Allah, maka ia tidak berhak mendapatkannya, walaupun dia
mensyaratkan seratus kali, kerana syarat Allah lebih berhak untuk
dilaksanakan dan lebih kuat.”

Hadis ini juga dipakai oleh Ibnu Hazm dalam mengharamkan segala
bentuk akad yang tidak disebutkan dalam nass-nass syara’. Akan tetapi
menurut Ibnu Taimiyyah hadis ini berlaku umum tetapi ada pengecualian,
yaitu dikecualikan segala bentuk syarat yang tidak dilarang dan tergolong
kepada syarat-syarat yang boleh (al-mubahat). Sebagaimana ungkapannya:

73 & < Z 4% . 2 }/f R Pt - |- /,ﬂn ° A P
A OB Bgria 04855 as 031 1 5gs cols ) 2l dn i G

Artinya: “Selama tidak dilarang syara’ dibolehkan, hal teresbut
diizinkan, yaitu yang disyari‘atkan berdasarkan Kitab Allah.”

Berdasarkan kutipan dia atas, tidak ditemukannya keterangan yang
mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam muamalah maliyyah
dalam pendapat Ibnu Taimiyyah, kecuali dijelaskan keharamannya dalam
syara’.

c. Analisis Figh Muqaranah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan
beberapa temuan penelitian, yaitu: Terdapat perbedaan yang mendasar
antara Imam Ibnu Hazm dengan Imam Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan
hukum penggunaan multi akad dalam jual beli, perbedaan pendapat tersebut
disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil yang dikemukakan oleh
kedua imam, nass-nas Al-Qur’an dan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu
Hazm dan Ibnu Taimiyyah secara umum sama, Ibnu Hazm memiliki metode
istinbath dengan memahami nass secara zhahir dan memandangnya berlaku
umum tanpa ada takhsish dan tanpa giyas, sehingga mengharamkan
penggunaan multi akad. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memiliki metode
istinbath yang berbeda, yakni dengan memandang bahwa nass-nass dalam
urusan muamalah dipahami lebih luas, sehingga segala bentuk akad boleh
dilaksanakan, selama tidak ada dalil nass yang mengharmkannya.

Pendapat Ibnu Hazm dipandang sebagai pendapat yang penuh
kehati-hatian yang lahir dari metode ijtihad beliau, tetapi memberikan
batasan yang sangat sempit dalam urusan muamalah secara keseluruhannya
kepada manusia, termasuk muamalah maliyyah yang pengembangan selalu
diiringai dengan pengembangan akad dan multi akad. Pengharaman dan
pembatalan sebagai hukum asal bagi penggunaan multi akad memberikan
kesan kesulitan bagi manusia dalam pengembangan harta. Tanpa pemikiran

7Ibnu Taimiyyah al-Harraniy. Majmu’ al-Fatawa, Op. Cit., jilid 31, hlm. 29.
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yang luas mengenai multi akad, menutup kesempurnaan syariat Islam
sebagaimana masa sekarang tesebarnya secara luas aktiviatas muamalah
dalam penggunaan akad-akad maliyyah, baik pada tingkat individu-individu
maupun lembaga-lembaga keuangan,” yang tidak bisa dihindari karena kuat
dan besarnya keperluan dan kepentingan manusia terhadapnya.”

Berkaitan dengan ini, pendapat Ibnu Taimiyyah dapat dikuatkan,
bahwa hukum asal multi akad adalah al-ibahah, sangat relevan untuk
diterapkan dan tergambar kesempurnaan ajaran Islam dalam menghadapi
perkembangan.” Sebelum melihat kepada cara beristidlal Ibnu Taimiyyah
dapat dianalisa dari sisi figh muqaran bahwa pendapat ini, didukung oleh
jumhur ulama dengan kaidah sebagai berikut:

7 JeV s e lerg Lo gl Al e oty 3 LY OBl (3 LYl
Artinya: “Asal pada mu’'amalah dibolehkan sampai ada dalil syarak
yang mengeluarkannya dari hukum asal.”

Berdasarkan kaidah ini, pendapat Ibnu Taimiyyah lebih sesuai dengan
kondisi perkembangan dalam bidang mu ‘amalah maliyyah, terutama berkaitan
dengan produk-produk perbankan yang semuanya kembali kepada transaksi
jual beli. Kaidah di atas, disandarkan pula pada nass-nass yang membuktikan
bahwa hukum syara’ tidak membatasi secara sempit dalam urusan
muamalah, tetapi selalu memberi peluang untuk melakukan pengembangan
bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan manusia. Pendapat
ini sama dengan pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, al-
Syafi’i dan Hanbali.”® Ibnu Hazm nampaknya menyamakan antara hukum
asal bidang muamalah dan bidang ibadat, sehingga keduanya tidak dapat
dikembangkan. Sedangkan para fugaha” membedakannya. Hukum asal
bidang ibadat menurut mereka adalah al-taugif atau sudah baku dan tidak
boleh diubah-ubah.”

Dalil nass yang dikemukan oleh Ibnu Hazm sebagai alasan
pengharaman multi akad, seperti Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 3

7*Abdullah Muhammad al-‘Imraniy, al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, (Riyadh: Dal
Kunuz Isybiliyya li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2010), Cet. Ke-2.hlm. 6.

Muhammad Utsman Tsabir, al-Madkhal ila Figh al-Mu’amalah al-Maliyyah, (Yordan:
Dar al-Nafais, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 204.

Muhammad Ahmad Burkab, Al-Masalih al-Mursalah wa Atsaruha fi Murunah al-Figh
al-Islamiy, (Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirsat al-Islamiyyah wa ihya” al-Turats, 2002), Cet.I, , hlm.
10.

7’Hai’ah Kibar al-‘Ulama fi al-Mamlakah al-’Arabiyyah al-Su’udiyyah, Al-Buhuts al-
‘llmiyyah, (Ttp: Ri‘asah Idarah al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, 1422 H), jilid 5, hal. 84.

8Abdullah Muhammad al-"Imraniy, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Op. Cit., hlm.
69.

Ahmad ibn Abd al-Razzaq al-Dawisy, Fatawa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-
‘llmiyyah wa al-Ifta’, (Riyadh: Riasah al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’), juz 4, hlm. 294.
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(..}.{%9 V‘Q EJsT é}{j\) dipahami oleh Ibnu Hazm secara umum ((}NJ\)
bahwa berdasarkan zhahir ayat ini, syariat Islam telah sempurna tanpa ada

pengecualian (_2~2>dl), dan dikaitkannya pula dengan ayat 229 Surat al-

/s/

Baqarah (O ;AJUzS\ an Eldols & 3,08 Az ’#3), kedua ayat ini berkaitan dengan

semua akad dan syarat, menurut Ibnu Hazm, tidak halal bagi seseorang
melakukan suatu akad diluar ketentuan Allah SWT karena itu merupakan

kezaliman dan menambah-nambah hukum dalam agama (;.zV' (3 33431). Ini
merupakan suatu pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama dalam
memahami ayat tersebut. Maksud melanggar hukum Allah (& 3 33.; j&i})

adalah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan membolehkan apa
yang diharamkan Allah, menggugurkan atau membatalkan apa yang
diwajibkan Allah,*bukan membolehkan apa yang didiamkan hukumnya.
Pemahaman Ibnu Hazm tidak dapat diterima seutuhnya, karena kaidah
mengenai hukum asal semua akad adalah al-ibahah dalam pandangan Ibu
Taimiyyah, yang dianggap oleh Ibnu Hazm menambah-nambah hukum
dalam syariat, didukung oleh banyak nass dan kaidah-kaidah umum yang
bertujuan memberi kemudahan dan kesempurnaan dalam syariat dan cocok

untuk segala masa dan tempat (O 9 OLsj JQ L dlo) 81
Ibnu Hazm ber-istidlal dengan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim, dari ‘Aisyah r.a. berbunyi:® 345 G331 ale Cf“‘«‘j P es iy

3 .
3 (), menurut Ibnu Hazm, hadis ini berlaku umum atas semua perbuatan

dalam syariat, bahwa semua akad harus sesuai dengan ketentuan Allah,
apabila dilaksanakan tidak berdasarkan keterangan syara’, maka perbuatan
tersebut batal dan fasid. Ibnu Hazm mendukung pemahamannya dengan

hadis: & 3‘3 < B Lez 79 (syarat Allah lebih berhak untuk dilaksanakan dan

lebih kuat). Menurutnya hadis ini merupakan dilalah yang gath’iy dalam
membatalkan semua janji, akad dan syarat yang tidak disebutkan perintah
kebolehannya dalam nass, karena segala akad dan syarat tersebut adalah fasid
dan bathil. Maka pendapat ini juga tidak dapat diterima, karena hadis tersebut
mengandung maksud bahwa syarat dan akad yang fasid dan bathil itu adalah

8Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut: Dar al-Jail, 1973.), juz
1, him. 429.

81Abdullah Muhammad al-‘Imraniy, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, hlm. 73.

82Muslim ibn al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim, (Beirut:
Dar Thya’ al-Turats al-'Arabiy, tt), juz 5, hlm. 132.

8Ibid., juz 4, hlm. 214.
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syarat dan akad yang menyalahi hukum Allah, bukan pengharaman terhadap
segala akad dan syarat yang didiamkan (Ls,&ly 35i)) s as <) dalam

syara’.®* Hadis ini juga dipakai ber-istidlal oleh Ibnu Taimiyyah, hadis ini
berlaku umum tetapi dikecualikan segala bentuk syarat yang tidak dilarang
dan tergolong kepada syarat-syarat yang dibolehkan (al-mubahat).

Adapun dalil yang dikemukan oleh Ibnu Taimiyyah untuk
menetapkan hukum yang membolehkan multi akad adalah Al-Quran Surat

al-Maidah ayat 1, yang berbunyi: 9}@5\3 \;féj\ ) Cﬁ,\j\ 316, menurut Ibnu

Taimiyyah ayat ini perintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban secara
sempurna dalam segala akad, menurutnya ayat ini dipahami secara umum

(¢l#), pemahamannya mencakup penggunaan multi akad. Pendapat ini sesuai

dengan penafsiran al-Qurthubiy, bahwa dilalah ayat ini, umum dan tidak
mengandung takhshish yang melarang adanya bentuk-bentuk akad yang
lain.®> Maka dengan memahami ayat ini secara umum, menunjukkan bahwa
hukum asal dari segala akad adalah al-ibahah.

Ibnu Taimiyyah ber-istidlal dengan firman Allah dalam surat al-
Bagarah ayat 275 yang berbunyi: C;J\ 255 ifc\ ] f}>—Tj, ayat dipahami oleh
Ibnu Taimiyyah dengan sifat-sifat akad dalam segala bentuk jual beli yang
dihalalkan yang terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan riba dan
lainnya yang diharamkan. Pendapat ini dapat diterima dan sesuai dengan
pendapat Imam al-Syafi'iy dalam kitabnya al-Umm, bahwa lafazh al-bay’
dalam ayat ini menunjukkan umum, yaitu mencakup seluruh bentuk jual beli,
sehingga menunjukkan kebolehan semua bentuk jual beli, kecuali jual beli
yang di-takhsish-kan oleh dalil.®* Selanjutnya Ibnu Taimiyyah juga

Lo ceoZaz s Er ok
mengemukakan ayat 29 Surat an-Nisa’: v§~: BRI PARR ] Y|, menurut

Ibnu Taimiyyah ayat ini berbicara mengenai syarat-syarat akad, yaitu syarat
rela di antara orang yang berakad, ini menunjukkan bahwa semua jual beli
yang memiliki syarat rela dibolehkan asalkan jual beli yang sesuai dengan
ketetapan nass dan dikecualikan akad jual beli yang diharamkan Allah dan
Rasul Saw. maka dilalah ayat ini menunjukkan bahwa hukum asal dari segala
akad al-maliyyah adalah al-ibahah.®”

8Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-’Alamin, Op. Cit. juz 1, hlm. 429.

%Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr Al-Qurthubiy, al-Jami’ li Ahkam
al-Qur’an, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), cet. Ke-1, juz 7, hlm. 247-248.

8Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, al-Umm, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413
H), juz 3, hlm. 3.

87 Abdullah Muhammad al-"Imraniy, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah, Op. Cit., .hlm.
72.
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Dari uraian analisis di atas, dapat dipilih dan dikuatkan pendapat
Ibnu Taimiyyah berdasarkan kajian figh mugqaranah, karena ber-stidlal
dengan dalil yang kuat dan didukung oleh penjelasan yang sesuai dengan
tujuan syariah (magashid al-syari’ah), yaitu adanya kemaslahatan dalam
muamalah. Begitu juga dengan kesesuainnya dengan perkembangan zaman
dan pengembangan muamalah maliyyah modern, di mana pembaruan dan
penemuan akad sangat diperlukan.

Kesimpulan

Menurut Ibnu Hazm multi akad (al-‘uqud al-murakkabah) dalam jual
beli adalah haram, karena tidak ada keterangan nass-nass yang berkaitan
dengan multi akad. Menurutnya, akad-akad yang diperintahkan Allah untuk
ditunaikan secara sempurna adalah akad-akad yang ditetapkan oleh nass (al-
mansus) sesuai dengan nama-namanya, dan selain akad-akad yang
disebutkan dalam nass tersebut, maka haram untuk dijadikan akad.
Sedangkan Menurut Ibnu Taimiyyah, hukum multi akad sah dan
diperbolehkan dalam syariat, karena hukum asal pada al-uqud dibolehkan,
kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau membatalkannya. Karena
hukum asalnya al-ibahah, maka setiap akad yang belum dijelaskan
keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram.

Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah ber-istidlal dengan dalil yang sama,
baik nass Al-Qur'an maupun nass hadis. Perbedaan pendapat disebabkan
oleh perbedaan dalam memahami dalil tersebut. Kedua imam ini memiliki
metode istinbath yang berbeda. Ibnu Hazm memahami nass-nass tersebut

secara umum (psen)l) berdasarkan teks ayat tanpa ada pengecualian

(L2ee>dl) serta melarang penggunaan ra’yu dan giyas. Sedangkan Ibnu

Taimiyyah memahami nass secara umum, tetapi ada pengecualian, yaitu
dikecualikan segala bentuk akad yang dilarang.

Berdasarkan kajian figh mugaranah, pendapat Ibnu Taimiyyah lebih
kuat  karena  menggunakan  metode  istinbath = yang  dapat
dipertanggungjawabkan dari dalil yang kuat dan didukung pula oleh
penjelasan yang sesuai dengan kesempurnaan syariat Islam yang
menggambarkan bahwa Islam shalih likulli zaman wa makan, terutama dalam
pengembangan mu ‘amalah maliyyah, di mana pembaruan dan penemuan akad
baru sangat diperlukan untuk memenuhi hajat manusia kepadanya.
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